BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Pemenuhan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Yang Bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang, penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut :

a) Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait hanya memfokuskan
perlindungan hukum terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis
sedangkan terhadap anak yang bekerja belum diberikan perlindungan
hukum. Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Situasi
ini menjadi lebih sulit oleh karena kurangnya perhatian dan pemahaman
dari dinas-dinas terhadap peraturan yang berlaku khususnhya tentang
Anak Yang Bekerja, sehingga perlindungan hukum terhadap anak yang
bekerja di Pasar Kasih Naikoten Kota Kupang tidak dilakukan secara
maksimal.

b) Masyarakat.
Masyarakat dalam hal ini LSM Obor Timor dan Penggiat anak sudah
tampak menunjukkan perannya sebagai warga yang peduli terhadap

kehidupan sosial khususnya anak yang bekerja di pemberi kerja.
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c)

d)

Pemberi kerja

Peran pemberi kerja dalam perlindungan hukum terhadap anak yang
bekerja di pasar Kasih Naikoten belum dilakukan secara maksimal. Hal ini
dikarenakan pemberi kerja kurang memahami prosedur dan peraturan-
peraturan yang berlaku. Selain itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang
tidak lazim dilakukan dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan
tenaga kerja. Selain itu hanya 4 dari 7 kewajiban dan tanggung jawab yang
dilakukan sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur No 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Dalam
mempekerjakan anak persyaratan yang dipenuhi oleh pemberi kerja hanya
2 dari 6 persyaratan sesuai dengan PERDA Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur No 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja.
Orang Tua

Peran orang tua dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak
yang bekerja sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan
Pasal 8 Peraturan Pemerintah Daerah Provinnsi Nusa Tenggara Timur No.
9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja. Kewajiban dan tanggung
jawab dari orang tua sekaligus menjadi bentuk pengawasan orang tua

terhadap anak.
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5.2 Saran

a)

b)

d)

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang perlindungan hukum terhadap
anak yang bekerja di Pasar Kasih Naikoten, maka penulis memberi saran
kepada pihak-pihak sebagai berikut :

Bagi Pemerintah

Diharapkan agar pemerintah dapat memperhatikan, mencermati dan
memahami fenomena kehidupan sosial khususnya dunia kehidupan anak,
sehingga dapat mengasilkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada
tindakan perlindungan hukum secara maksimal terhadap anak yang
bekerja di Pasar Kasih Naikoten dan juga pada pasar-pasar lain di Kota
Kupang.

Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini LSM dan penggiat anak lebih meningkatkan
upaya mencermati, mengumpulkan dan memiliki data tentang anak yang
bekerja, serta dapat lebih berpartisipasi dalam aksi pelayanan pemberian
hukum terhadap anak yang bekerja secara lebih nyata.

Pemberi Kerja

Pemberi kerja dalam mempekerjakan anak pada berbagai jenis
pekerjaan diharapkan lebih memperhatikan hak-hak sebagai anak yang
patut mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.

Orang tua
Berkaitan dengan perlindungan hukum orang tua memberikan kewajiban

dan tanggung jawab berupa pengawasan terhadap anak.
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